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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang — undangan

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang — Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang — Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang — Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SEMA Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam

Perkara Pidana
Buku :
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Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat:
Pewarisan _menurut _Undang — Undang, Kencana: Renada Media
Group, Yogyakarta,2005.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung nomor 434 K/PID/2003.
Putusan Mahkamah Agung nomor 97 PK/ PID.SUS/2012.



